
BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN PADI PANDANWANGI CIANJUR

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

: a. bahwa Kabupaten Cianjur sebagai daerah sentra
produksi beras telah memberikan kontribusi da-lam
penyediaan pangan nasional, memiliki komoditas unggul
lokal yaitu Padi pandanwangi Cianjur y"rrg piilu
dikembangkan dan dilestarikan;

b. bahwa Padi Pandanwangi Cianjur memiliki karakteristik
yang istimewa dan spesifik dan hanya diproduksi di
beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur yang bersumbe:r
air dari Gunung Gede serta tanah yang berbahan crganik
tinggi;

c. bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk,
perkembangan ekonomi dan industii yang
mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian
pangan serta meningkatnya teknologi budidaya yang
mengembangkan padi varietas unggul berumur pendek
dan hasil produksi yang lebih tinggi, berpengaruh
terhadap produksi dan minat petani membuaiAayat<an
Padi Pandanwangi Cianjur;

d. bahwa dalam rangka membangun kepercayaan
konsumen, menjaga mutu produk yang dipasarkarr dan
melindungi dari pemanfaatan oleh prhak yang tidak
berhak, perlu ada upaya untuk mengembingkan,
melestarikan dan melindungi padi pandanwangi Cianjur
oleh berbagai pihak termasuk, pemerintah Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur
tentang Pelestarian dan Perlindungan padi pandanwangi
Cianjur;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun l95O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkrrngan Propinsi_ Djawa Barat (-Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4b) sebagaimlana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang_Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah_
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia lufru., iSOS
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun L992 tentang SistemBudidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 347g);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3656);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor f25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Ondang_
Undang Nomor 12 Tahun 200g tentang perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor B2 lahun 2OO4tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O0g Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g44);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOZ tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O07 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 4I Tahun 2OOg tentang
Perlindungan Lahan pertanian pangan Berkelanjutai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg
Nomor- 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambaha.n Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang
Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 115, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4763);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan
pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
163 / kpts/ LB .24O I 3 I 2OO4 tentang Pelepasan Galur
Padi Sawah Lokal Pandanwangi Cianjur Sebagai Varietas
Unggul Dengan Nama Pandanwangi;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun
2OLO tentang Penyelenggaraan pelayanan perizinan
Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 73);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Talrun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi
Jawa Barat Tahun 2OO9-2O29 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
86);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun
2010 tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan
Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 20lO Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-20II
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006
Nomor 12 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 20O8 Nomor 03 Seri
D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun
2008 tentang Organisasi Pemerintahan daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor 07 Tahun 20O8 tentang Organisasi
Pemerintahan daerah dan Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran daerah
Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
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Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Menetapkan

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN PADI PANDANWANGI

PELESTARIAN DAN
CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2' Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4' Dewan Perwakilan Ra\rat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DpRDadalah Dewan perwakilan Rakyat naerah Kabupaten Ci;.j;;--^-*-^
5' Dinas.adalah organisasi perangkat daerah teknis terkait di lingkunganPemerintah Daerah.

6' Lahan adalah bagian daratan dan permukaan bumi sebagai lingkunganfisik yang meriputi tanah 
-beserta 

-segenap 
faktor yang il.-p"-.rg"*t ipenggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi,- dan hidrologiyang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

7. Lahan Pertanian adalah bidang rahan yang digunakan untuk usahapertanian.

8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakanlahan untuk budidaya tanaman p^rg"r aan hortikirttu.a- le.masutpekebun yang mengusahakan raharr uni=uk budidaya p..tlu"""" ."r.y"tdengan skala usaha yang tidak mencapai stata tertentu-a"., p.t".rr"tyang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakanternak yang tidak dipersyaratkan memiliki 
_ 
izin usaha Ja.r 

-pernruaiaaya

ikan dan/ atau udang yang. yang_.mengusahakan lahan ,r.rirrt 
-Urraia"y"

ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki iri" ,""t 
".9. Kelompok Tani adalah kelompok petani, pekebun, peternak danpembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar t.""*..,lingkungan, sosial ekonomi, sumber- daya dan keakraban untukmeningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

10' Gabungan Kerompok rani. adalah gabungan usaha tani yang didirikanoleh dan untuk kelompok tani y..g -..".kup subs&toi t".r.-..,pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya.



1l' Asosiasi petani padi p,andanwangi cianjur adalah kumpulan kerompok
lani yang membudidayakan padi pandanwanei ' Ciani; danberkedudukan di sentra produksi padi pandanw""el a-;"jrri^*'" ''

12. Pelestarian padi pandanwangi cianjur adarah segala usaha dan kegiatanyang dilakukan untuk menjamin keamananl ketertiban, k.,.",u..r,pemeliharaan, kesinambungan dan berkelanjutan t"aia"v" padi
Pandanwangi Cianjur.

13' Perlindungan padi pandanwangi cianjur adalah sistem dan proses dalammerencanakan dan menetapkan, mengembangt 
"rr, *.rn"rii".tt.., a".,membina, mengendalikan, dan mengawisi padidan rahan buJ-iJ-aya radiPandanwangi Cianjur.

14. Padi Pandanwangi Cianjur adalah varietas padi unggul lokal yangberaroma khas pand.an 
-serta rasa pulen, termasuk varietis;auo iica yaitwpadi bulu dengan ciri khas tanaman padi pandanw".rgi 

"i"i"tr- urtir..,
F-l:i:"y" yang agak butat, gemuk, di-ujung butir beris l"J"p"i p",ii,
r<apur.

15' Padi Pandanputri adalah hasil rekayasa genetik Litbang Batan/pusataplikasi teknologi isotop dan radiasi Bata--n berasal d;;? b."rh''*r.r,ivarietas padi unggul lokal padi pardanwangi cianjui a""g"" tia"r.mengalami perubahan yang sifatnya fundamental 1.""", "ro_?, bentukgabah/beras sama dengan padi pandanwangi cianju.y t".J" tia"tmengalami proses hibridisasi.
16. Budidaya Tanaman padi pandanwangi cianjur adarah usaha tani padi

Pandanwangi Cianjur yang merupakan serangkaian kegiatanperencanaan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan,
pengolahan pascapanen, dan pemasaran hasil.

17' Kemitraan adarah kerjasama usaha antara usaha kecil denganusaha menengah dan/atau dengan usaha besar dengan -.-t"p..ri"t ."r,prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguniungkan.
18. Alih Fungsi Lahan pertania'adarah proses yang disengaja oleh manusiauntuk mengubah fungsi lahan disekita. dairah*irig""f 't""g-;liil",.ryu

dapat mempengaruhi keberranjutan dan kerestaria"*rr"g"it.rr'".,.--"
19. Pengendalian Alih Fungsi Lahan adarah kegiatan untuk mencegahterjadinya alih fungsi Lahan beririgasi yang dapat mempe"g"."fri

kelestarian Lahan.

BAB II

ASAS

- Pasal 2

Pelestarian dan Perlindungan padi pandanwangi cianjur berasaskan:a. manfaat;
b. kemitraan;
c. keadilan;
d. keterpaduan;
e.
f.

h.

efisiensi;
kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
keseimbangan; dan
sosial budaya.
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BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud Pelestarian dan Perlindungan Padi pandanwangi cianjur adalah
untuk pembinaan, pengawasan, perlindungan, dan pengendalian varietas padi
Pandanwangi cianjur guna menjamin ketersediaan produk padi pandanwangi
cianjur, keberadaan Petani Padi Pandanwangi cianjur, serta keberadaan
lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur berkelanjutan.

Bagian Kedua

Ttrjuan

Pasal 4

T\rjuan Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur adalah:
a. mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan padi pandanwangi cianjur

secara berkelanjutan;
b.
c.
d.
e.
f.

h.

mengendalikan alih fungsi Lahan Padi pandanwangi Cianjur;
mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan;
meningkatkan pembudidayaan pendapatan dan kesejahteraan petani;
mewujudkan keseimbangan ekosistem;
mempertahankan keberadaan Padi pandanwangi Cianjur sebagai
komoditas tanaman pangan unggulan bagi pemerintah Daerah -"rrpt.,bagi masyarakat Cianjur, khususnya masyarakat petani;
menempatkan Padi Pandanwangi Cianjur mempunyai nilai ekonomi yang
lebih tinggi dibandingkan dengan varietas padi lainnya; dan
memberikan perlindungan para Petani Padi pandanwangi cianjur melalui
pemberian hak kekayaan intelektual terhadap padi pandanwangi Cianjur
dan jaminan kepastian hukum terhadap kemurnian padi pandanwangi
Cianjur sebagai hasil usaha Petani.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalar4 melaksanakan pelestarian dan perlindungan padi
Pandanwangi Cianjur memiliki kewenangan:
a. penetapan kebijakan pedoman dan bimbingan terhadap pengembangan

konservasi lahan optimasi produk dan pengendalian Lahan padi
Pandanwangi Cianjur;

b. penetapan nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada varietas padi lainnya;
c. pengajuan hak kekayaan intelektual berdasarkan inCikasi geografis

kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubiik Indonlsia;
d- penetapan sentra komoditas Padi pandanwangi cianjur berdasarkan

per*.ilayahan l,ahan penanaman Padi pandanwangi Cianjur yang sifatnya
spesifik;

e- pcnetapan luas l-ahan budidaya padi pa.rdanwangi Cianjur ;ia_ng iapa-i
4irrerlurlcrn Sesltai kernarn OUan SUr.ber dava l_ahan yans afia rirr.,
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f. melakukan koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait di ringkup
Pemerintah Daerah maupun dengan pemeiintah provinsi Jawa Barat,
Badan usaha Milik Daerah (BUMD), Badan usaha Milik Negara leuuNy,dan Asosiasi Petani,

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan berkaitan dengan pelaksanaan pelestarian
Pandanwangi Cianjur dibebankan kepada APBD
penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan.

dan Perlindungan padi
sepanjang mengatur

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PETANI PADI PANDANWANGI CIANJUR

Bagian Kesatu

Hak Petani

Pasal 7

Setiap Petani Padi Pandanwangi Cianjur berhak:
1 memperoleh bimbingan, pendampingan, dan pembinaan teknologi

manajemen usaha 
. 
tani. serta perlindungan harga hasil usaha petani

dalam bentuk malai- kering pungut, malai kering giling gabah atau benihmaupun beras melarui penetapan n ai jual/ha.g" -ot.rr pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah;

2. memperoleh pinjaman modal melalui jasa perbankan dengan jaminan
hasil usaha petani tanpa anggunan;

3' menerima bantuan langsung dalam bentuk permodaran dari pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang_
undangan;

4. memperoleh hak kekayaan intelektual untuk produk padi pandanwangi
Cianjur hasil usaha petani padi pandanwangi Cianjur; dan5. memperoleh perlindungan,, pemberdayaat e.t"t i, Kelompok petani,
Gabungan Kelompok Tani, dan Asosiasi petani.

Bagian Kedua

Kewajiban Petani

Pasal 8

Setiap Petani Padi Pandanwangi Cianjur berkewajiban:
1 melaksanakan pembudidayaan padi pandanwangi Cianjur;2. mengembalikan pimjaman modar bagi para petani yang memperoleh

bantuan pinjaman modal sesuai dengan peraturan perundang-u.rd"r,g..r;
dan

3. mempertahankan kualitas dan kemurnian padi pandanwangi cianjur
sebagai jaminan kepercayaan konsumen terhadap kuilitas dan
kemurnian Padi Pandanwangi Cianjur.
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BAB VII
PENGEMBANGAN PADI PANDANWANGI CIANJUR

Bagian Kesatu

Intensifikasi

Pasal 9

Pengembangan Padi Pandanwangi Cianjur dilaksanakan melalui program
intensifikasi meliputi:
a. peningkatan kualitas benih melalui sertifikasi;
b. pengembangan jaringan irigasi baru dan penyempurnaan jaringan irigasi

yang telah ada;
c. pengendalian hama terpadu (PHT);
d. penerapan teknologi pertanian secara selektif sesuai dengan

perkembangan teknologi seperti pengelolaan tanaman dan sumber daya
terpadu (PIT) padi sawah, sistem penanaman padi organik/ syst em of rice
intensiftcation (SRII;

e. pengembangan inovasi pertanian sebagai hasil-hasil penelitian atau
. pengalaman petani yang direkomendasi oleh lembaga

pemerintah/ lembaga yang berwenang; dan
f. bimbingan dan pembinaan berkelanjutan meliputi penyampaian

informasi teknologi baru atau hasil penelitian atau pengalaman petani,
manajemen usaha tani, maupun pemasaran hasil intensilikasi.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian untuk mendukung
pengembangan komoditas Padi Pandanwangi Cianjur meliputi:
a. pengembangan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur;
b. identilikasi Kelompok Tani;

pemetaan zonasi sentra produksi Padi Pandanwangi Cianjur;
fungsi ekosistem;
agroklimatologi dan hidrologi; dan
sosial budaya dan kearifan lokal.

(21 Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat mengikutsertakan
lembaga penelitian dan/ atau perguruan tinggi.

BAB VIII

. PEMANFAATANLAHAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan produksi padi
Pandanwangi Cianjur menetapkan harga jual yang lebih tinggi dari varietas
padi lainnya dan meningkatkan kualitas beras yang dihasilkan, sehingga
berpengaruh positif terhadap jaminan pemasaran produk meliputi:
a. perlindungan/pelestarian sumber daya Lahan dan air;
b. peningkatan jumlah Petani pembudidaya Padi Pandanwangi Cianjur; dan
c. perbaikan kualitas dan penetapan harga jual gabah/beras.

c.
d.
e.
f.
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BAB IX
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI PADI PANDANWANGI

CIANJUR BERBASIS INDIKASI WILAYAH PENANAMAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Petani

Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, Kelompok
Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Asosiasi petani dalam bentuk:a. penetapan harga jual Padi pandanwangi cianjur yang menguntungkan

Petani;
b. memfasilitasi sarana dan prasarana produksi dan pertanian;
c. meningkatkan kualitas dan kuantitas kemurnian padi

Cianjur;
d. perlindungan akibat gagal panen; dan
e. menyediakan lahan sawah sebagai lahan pelestarian padi pandanwangi

Cianjur.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Petani

Pasal 13

Pemberdayaan Petani dilaksanakan dalam bentuk:
a. penguatan kelembagaan Petani;
b. penymluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber

manusia dan hasil produksi padi pandanwangi Cianjur;
daya

Pandanwangi

c. memberikan bantuan fasilitas untuk mengaksei ilmu pengetahuan,
teknologi dan informasi pasar; dan

d. pemberian bantuan permodalan, baik daram bentuk pinjaman maupun
bantuan langsung berikenaan dengan program pemberdayaan petani.

BAB X

INSENTIF

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada Fetani padi
Pandanwangi Cianjur meliputi:
a. pengembangan infrastuktur di sentra-sentra produksi padi pandanwangi

Cianjur;
b. pembiayaan peneliti"an, pengembangan teknologi budidaya, pemanenan,

pengelolaan pascapanen dan pemasaran hasil;
kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
penghargaan bagi Petani Padi Pandanwangi Cianjur yang berprestasi.

c.
d.
e.



c.
d.
e.
f.
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BAB XI

KEMITRAAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam pembudidayaan, perlindunqan, pengembangan dan
pemasaran Padi Pandanwangi Cianjur melaksanakan kemitraan dengan:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

lembaga penelitian;
lembaga sertifikasi;
perguruan tinggi;
Asosiasi Petani Padi Pandanwangi Cianjur dan padi pandanputri di
Kabupaten Cianjur;

C. Gabungan Kelompok Tani maupun Petani perorangan; dan
h. perusahaan yang bergerak di sektor pertanian.

BAB XII

ORGANISASI PETANI PADI PANDANWANGI

Pasal 16

Organisasi Petani Padi Pandanwangi adalah:
a. Asosiasi Petani Padi Pandanwangi Cianjur dan
b. Gabungan Kelompok Tani; dan
c. Kelompok Tani.

Pengukuhan Organisasi Petani Padi Pandanwangi
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh
kewenangannya.

Pengukuhan Organisasi Petani Padi Pandanwangi
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
Pemerintah Daerah.

Pandanputri Cianjur;
(1)

(2)

(3)

Cianjur sebagaimana
Notaris sesuai dengan

Cianjur sebagaimana
b dilaksanakan oleh

Pasal 17

T[gas pokok dan fungsi Organisasi Petani Padi Pandanwangi sebagaimana
dimaskud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah untuk
menghimpun/mengkoordinasikan para petani padi pandanwangi untuk
beraktivitas melakukan usaha budidaya padi pandanwangi dan berfungsi
sebagai wadah penampungan setiap individu para petani padi pandanwangi

. BAB XIII

PEMASARAN HASIL

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran beras padi pandanwangi
Cianjur mela,lui pembinaan manajemen usaha tani, pengemasan produk,
promosi dan membuka akses pangsa pasar Padi Pandanwangi Cianjur serta
memediasi penggalangan kemitraan antara Petani Padi Pandanwangi Cianjur
dengan perusahaan, baik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), perusahaan lainnya maupun perorangan.
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BAB XIV
KBTENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Diundangkan di Cianjur
15 Januari 20 13

S DAERAH KABUPATEN

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

CIANJUR,

IN ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 1


